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TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATl SEKASI NOMOR 5 TAHUN 2010 
TENT ft.NG PENYELENGGARAAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PEUMPAHAN 
SESAGIAN J<EWENANGAN UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI 

DAERAH O KABUPATEN BEKASI 

BUPATI BEKASI, 

NOMOR J " - '1 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



1 Ulldang - Undal g Namer ~ Ta~un 1950 tentang Pem!>e>ituKan 
oae,alMlaeran l<al>u:la!e,, aaJar,, ungKungan Propms, Jawa 
ilarat (Be~:a Negara Repubt• lndo<"es<a "anun 1950); 

2. Undang-undang Nomor e Tahun 1974 teotang Pokok-POl<Ok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republ,I( Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55 Tarnoanan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 

Nomor 30411 sebagaimane telah diuban dengan Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 (lemnaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 169. Tamcahan Lembaran Negara Republik 
lnaonesia Nomor 3839) 

3. undang-lJndang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perilldustnan 

(Lemoaran Negara Republik lndones,a Tahun 1984 N0010r 22. 
Tambahan Lembaran Negara Republil< Indonesia Nomor 3274); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-unaangan (lembaran Negara Republik 
tndonesta Tah<.1n 200-' Nomor 53. Tambanan _enwaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 43e9); 

5. Unda"g-Undang Nomor 32 Tahun 2004 1entang Pemerintahan 
Daerah tLembara~ !liega•a RepuOIIK indOf'esia Tahur. 2004 
Nomo, 25 Tambal'lan Lemoaran ~egara Republtk tocooesa 
Nomor 4437' setagaman.a telan beoerap.a ,:a; diubah terakhir 

dengan Uc,aang-~ndang Nomor 12 Tan~n 2008 ten:ang 
Per.,bahan kedua uncang-unoang NOMor 32 Tahun 2004 te...,..ang 
Pemerimahan Oaeran (Lembara< Negara 'lepuor,y ,ooones.a 

Tahun 2008 Nomor 59 Tamba~3n ~emtrara.o Negara Repu!Jl.< 

lnd9nes;a Nomor 4844i, 

6. Undang-U~dang Nomor 33 Tanun 2004 1emang Penmbangar. 
Keuangan Amara i>emeriman P.isat dan Pemenntah Daeran 

(Lambaran Negara Repub,k .nconesa Ta'b.Jn 2004 Nomor 126, 
Tamt:;ahe.r .eoa-en Negara Republ'~ lruioresia Nomor 1438): 

7. Peraturan Pemeriman Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 
Keglatan 1ns1ans, Ve<til<al d• oaerah (Lembasan Negara Aepublik 

tndonesia Tahur 1988 Nomor 86, Tambahan LemDaran Negara 
Aepubl" ndones,a ,·,omor 319): 

8. Peraturan "eme•.ntan Nomo• 38 Tahun 200; teniang Pembagian 
Urusan Pe'Tle 'nta~an antara Pemenntan. Pemerinta'la'l Daerah 
P·ooins: can Peme,nt.a.~ar Oaerah 1'allupaten,Ko;a (lembaran 

- 



Beberapa ketemuan oatarn Lamp,;an I dan Lamp,ran ,1 Peraturan 3upab Bekas Nomor 
5 Tahun 2010 lentang Penyel8'1ggaraan Penzrnan. Non Penznan can Pelilnpahan 

Sebagian Kewenangan umuk Menangan1 Sebaglan Urusan Otonomi Dae,ah di 
Kab~paten Bekasi (Berita Deeral1 Kabupaten Be.asi Ta'1u.'1 2010 Nomor 5). diubah 
set:agai berl><ut : 

Pasal I 

PERATUAAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAr'AN ATAS 
PERATURAN BUPATI BEKAS, NOMOq 5 .,.AJ-tJN 2010 -ENTANG 

PENYELENGGARMN PERIZ1NAN. NON PER1Z:NA!>. OAr,. 
PEUMPAHAN SEBAGIAN Ki:WENA11,'GAN UNTUK MENANGANI 
SEBAGIAl\j URUSAN o-oNOM• DAERAH DI KABUPATEN SEKASI - 

Meneiapkan 

MEMUTUSKAN: 

Negara 'lepue" lnc!Onas.a T3.,llll 2007 ~ 82. ,arr-oahan 
LemDaran Negara Re!)l!t>!, lt1<l<>neSla Nomo<434""): 

9 Peratura,, Pemerintan Nomor 4' Tahun 2007 tentang Organisas, 

Perangka1 Daerah f-emnaran Negara Repu!>W< Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89 "amoanan Lembaran N09a,a Republ,~ Indonesia 

Nomor 4741): 
1 o. Peraturan Pemarintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan 

lndustrl (Lemoaran Negara Repubtik lndoneSia Tahun 2009 
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia 

Nomor 4987): 
, 1.Peraturan Menter! Dalam Nege,1 Nomor 20 Tahun 2008 ten<.ang 

Pedoman Organisas, dan Tata Kerja Untt Pelayanan Perizinan 

Terpadu di Daerah; 
12. Peraturan Daeran Kabupaten Sekasi Nomor 6 Tahun 2009 

ten!ang Pengendahan Pemanlaalan Ruang dan RelllbuSi lzin 
Pemanfaatan Ruang (Lemba,an Daerah Kabupaten Bel<asi Tahun 

2009 Nomo, 6r 
13. Pera!uran Daeratl Kat>upate,, Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 

tentang Organis3SI Perar,gkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupa,erc Bekasl Ta>-.lln 2009 Nomor 7J 



- 

,/. ,( BUPATI BEKASI•· 

Orte:apkan d, Cil<arang Pusal 
pada tanggat 16, r - .,.. "" 

Agar setiap orang dapat mengetahu,nya. merr-erlntankan pengundangan Peraturan 

Bupatl lni dengan menempatkannya daiam Ber,r.a !)aetah Kabupaten Bekasi. 

Peraturan Bupatl inl muiai ber1al<u paoa tanggal oiundangkan. 

Pasal II 

3 Ketentuan Lamptran II Nomor Urut 6 huruf c dan huruf d dihapus. 

2. Ketentuan Lampiran II Nornor Urut 1 hurui J diuball, yaitu sebagal betikut 
J. Pemberian Rekomendas, tsrnadao IMS yang akan dttert:Jltl<an. 1<ecuan oagi 

IMB di Kawasan mdustli· 

1 Kttemuan I.amp ran I Nomor Un..t 1&! drubah, ya,lu S1!bagai befli,;_1. 

184. Saran Tekn,s IMB untux <>ermononan bangu!l.:1 baru 


